KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Para Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;

Para Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota;

. Para Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh/Kabupaten/Kota;

. Para Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

. Para Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

. Para Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

. Para Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
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SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019-2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 84A Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang mewajibkan peserta pemilihan umum untuk
melampirkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) yang merupakan salah satu dokumen persyaratan pelantikan bagi Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD
Provinsi) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
(DPRD Kabupaten/Kota) yang sefanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
Calon) peserta pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilihan umum maka Komisi
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Komisi Independen Pemilihan Aceh/Kabupaten/Kota (selanjutnya secara bersama-
sama disebut sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum), berdasarkan hasil
pemilihan umum mengeluarkan keputusan tentang penetapan Calon terpilih.



Selanjutnya kedua ketentuan tersebut di atas juga mengatur mengenai
seluruh Calon terpilih harus menyampaikan Tanda Terima LHKPN kepada
Penyelenggara Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
dikeluarkannya keputusan Penyelenggara Pemilihan Umum mengenai penetapan
Calon terpilih. Dalam hal Calon terpilih tidak menyerahkan Tanda Terima LHKPN
dalam jangka waktu tersebut, maka Penyelenggara Pemilihan Umum tidak
mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama-nama Calon
terpilih yang akan dilantik oleh Presiden/Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang dalam negeri dan Gubernur.

Selain itu, Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memiliki kedudukan
strategis juga diharapkan dapat berperan serta sebagai mitra kerja KPK dalam
proses pendataan data pribadi Calon sehingga mempermudah seluruh Calon
dalam melakukan pengisian LHKPN secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dalam
rangka memperoleh Tanda Terima LHKPN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi
(selanjutnya disebut sebagai KPK) dalam ragka mendukung pelantikan Calon
yang terpilih, maka KPK sesuai dengan dengan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disebut Peraturan KPK Nomor 7
Tahun 2016), perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima Dalam
Proses Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 yang bertujuan sebagai
pedoman serta dapat melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Partai Politik sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan
efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, KPK menerbitkan Surat
Edaran ini dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. UMUM

1. Penyampaian laporan harta kekayaan oleh Calon, dilaksanakan dengan
menggunakan bentuk dan tata cara penyampaian LHKPN sesuai dengan
yang telah diatur oleh KPK.

2. KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN atas penyerahan LHKPN
yang telah diisi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

3. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan
secara online melalui elhkpn.kpk.go.id. Dengan demikian, penyampaian
LHKPN tidak lagi menggunakan formulir dalam bentuk cetak.

B. KOORDINASI KPK DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. KPK berkoordinasi dengan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum.



2. Untuk mendukung kelancaran proses identifikasi Calon, maka

Penyelenggara Pemilihan Umum diharapkan menyampaikan data dan

informasi kepada KPK sebagai berikut:

a. Daftar Calon Tetap yang memuat data pribadi Calon sekurang-
kurangnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal
lahir, alamat, nomor telepon selular, dan e-mail.

b. Nama Narahubung (Person in Charge) serta kontak (nomor telepon
kantor dan selular, alamat kantor, e-mail serta faksimili) dari
Penyelenggara Pemilihan Umum vyang dapat dihubungi untuk
memudahkan koordinasi.

Penyelenggara Pemilihan Umum diharapkan menyampaikan data dan

informasi sebagaimana tersebut pada huruf B.2 kepada KPK melalui

nomor kontak sebagaimana dimaksud dalam huruf F di bawah, dalam
kurun waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut diterbitkan
dan/atau diperoleh.

C. KOORDINASI KPK DENGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM
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KPK juga dapat berkoordinasi dengan Partai Politik peserta pemilihan
umum (selanjutnya disebut dengan Partai) mengenai data pribadi Calon
sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 2a di atas.

Dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud

pada angka 1 di atas dan untuk meningkatkan validitas data pribadi Calon

serta mempermudah Calon dalam pengisian LHKPN secara online melalui
elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing), maka Partai dapat melakukan

pendataan Calon secara mandiri melalui elhkpn.kpk.go.id (Modul e-

Registration). Pendataan tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai

berikut:

a. Partai menunjuk satu atau lebih dari satu orang yang nantinya akan
bertugas sebagai Administrator Partai. Staf yang ditunjuk dan
diharapkan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem
informasi. Jumlah staf agar disesuaikan dengan kebutuhan Partai
dengan memperhatikan jumlah Calon yang mengikuti pemilihan umum
di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Partai memberikan nama Staf yang ditunjuk sebagai Administrator
Partai kepada KPK beserta salinan dokumen yang menjadi dasar
penugasan sebagai Administrator Partai.

c. Administrator Partai wajib mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN
dengan format pengisian sebagaimana contoh pada Lampiran VI dan
menyerahkannya kepada KPK dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda
Penduduk. Formulir tersebut terlampir pada Lampiran VIl atau dapat
diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh.

d. Setelah KPK menerima formulir sebagaimana dimaksud dalam pada
huruf ¢ di atas, maka KPK akan memberikan akun berupa username
dan password kepada Administrator Partai melalui email yang
didaftarkan oleh yang bersangkutan pada Formulir Permohonan




Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk
mengakses elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Registration).

3. Tugas Administrator Partai adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemutakhiran data Calon yang diusung oleh Partai.

b. Menerima dan memverifikasi Formulir Permohonan Aktivasi
Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang telah diisi dan
ditandatangani oleh Calon. Administrator Partai tetap dapat melakukan
verifikasi terhadap formulir beserta lampirannya yang diterima terlebih
dahulu melalui email, sambil menunggu formulir cetak yang telah
ditandatangani Calon diterima oleh Administrator Partai.

c. Mengirimkan Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi
e-Filing LHKPN yang telah dibubuhkan tanda basah oleh Calon
beserta lampirannya kepada KPK.

d. Mengirimkan kepada KPK dokumen cetak yang telah diserahkan oleh
Calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf D angka 3.d yang tersebut
dibawah.

e. Mengaktivasi akun Calon sebagai pengguna elhkpn.kpk.go.id (Modul
e-Filing).

f. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengoperasian elhkpn.kpk.go.id
untuk Modul e-Registration dan Modul e-Filing.

D. PENYAMPAIAN LHKPN OLEH CALON DAN PEMBERIAN TANDA TERIMA
LHKPN OLEH KPK

1.

Mengingat pentingnya Tanda Terima LHKPN sebagai salah satu
persyaratan untuk pelantikan Calon, maka Tanda Terima LHKPN yang
berlaku adalah tanda terima yang dikeluarkan oleh KPK sampai dengan
hari ke-7 (tujuh) setelah Penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan
keputusan mengenai penetapan Calon terpilih.

Tanda Terima LHKPN tersebut menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | sampai dengan Lampiran V Surat Edaran ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Dalam lampiran tersebut terdapat Kode QR (Quick Response) dalam
setiap Tanda Terima LHKPN untuk otentifikasi bahwa tanda terima
tersebut diterbitkan oleh KPK.

Untuk itu diharapkan agar Calon menyesuaikan saat penyampaian
LHKPN dengan masa penetapan hasil pemilihan umum sebagaimana
diatur dalam peraturan KPU yang berlaku. Dengan demikian, Calon akan
memiliki waktu yang memadai untuk proses verifikasi dan/atau
melengkapi kekurangan dokumen pendukung LHKPN.

Dalam hal terdapat kebijakan tertentu dari Penyelenggara Pemilihan
Umum berkaitan dengan tenggat waktu penetapan hasil pemilihan umum
dikarenakan suatu hal, maka KPK akan menyesuaikan jangka waktu
pemprosesan pemberian Tanda Terima LHKPN dengan kebijakan
tersebut.

Penyampaian LHKPN kepada KPK oleh Calon waijib dilakukan secara
online melalui elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing), dengan ketentuan
sebagai berikut:




a)

b)

d)

Bagi Calon yang belum memiliki akun e-Filing, harus terlebih

dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani

Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing

LHKPN dengan format pengisian sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIl sampai dengan Lampiran Xll Surat Edaran ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Formulir tersebut terlampir pada Lampiran Xlll atau dapat diperoleh

melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh.

Untuk selanjutnya, formulir tersebut diserahkan oleh Calon kepada

Administrator Partai atau KPK dan wajib disertai dengan fotokopi

Kartu Tanda Penduduk. Untuk mempercepat proses aktivasi, Calon

dapat terlebih dahulu mengirimkan formulir tersebut beserta

lampirannya melalui e-mail kepada Administrator Partai atau KPK.

Dalam hal formulir yang diserahkan dinyatakan lengkap oleh

Administrator Partai atau KPK, maka Administrator Partai atau KPK

akan memproses aktivasi. Selanjutnya Calon akan memperoleh akun

elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing) berupa username dan password
yang dikirimkan melalui e-mail yang didaftarkan oleh Calon pada

Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing

LHKPN.

Bagi Calon yang telah terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu

Instansi atau telah memiliki akun e-Filing, maka yang bersangkutan

harus mengubah terlebih dahulu jabatan wutama dalam

elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing) menjadi “Calon” sebelum melakukan
pengisian LHKPN, melalui dua cara sebagai berikut:

1) Calon memberitahukan kepada KPK terlebih dahulu sebelum
kembali menggunakan e-Filing dalam rangka Pemilihan Umum;
atau

2) Calon melakukan pemutakhiran data jabatan sebagai Calon pada
saat melakukan pengisian LHKPN melalui elhkpn.kpk.go.id (Modul
e-Filing) pada menu “Rangkap Jabatan®’, dengan pemilihan
Lembaga, Unit Kerja, Sub Unit Kerja dan Jabatan sebagai berikut:

PILIHAN MENU SUB PILIHAN MENU YANG DIPILIH
LEMBAGA KPU (sesuai dengan tingkat pemilihan)
UNIT KERJA Nama Partai Politik
SUB UNIT KERJA | Nama Daerah Pemilihan
JABATAN Calon Anggota (Sesuai tingkat pemilihan)

Penyampaian LHKPN secara Online melalui elhkpn.kpk.go.id (Modul
e-Filing) sebagaimana di atas dilakukan dengan memilih jenis laporan
“KHUSUS” dengan jabatan sebagai “Calon Penyelenggara
Negara”.

Calon yang telah mengisi LHKPN secara online melalui
elhkpn.kpk.go.id (Modul e-Filing), diwajibkan untuk melengkapi
LHKPN tersebut dengan dokumen cetak dan menyerahkannya
kepada KPK atau Administrator Partai, sebagai berikut:




JENIS DOKUMEN

NO CETAK

KETERANGAN

1 | Surat Kuasa

Dokumen ini agar dicetak sendiri
oleh Calon pada saat pengisian
LHKPN melalui elhkpn.kpk.go.id.
Selanjutnya Surat Kuasa tersebut
wajib ditandatangani di atas
materai Rp6.000,- oleh masing-
masing Calon, Pasangan Calon
dan Anak Dalam Tanggungan
yang telah berusia 17 tahun atau
lebih.

Dokumen pendukung
kepemilikan harta
kekayaan pada lembaga
keuangan (antara lain
dari Institusi Perbankan,

Dokumen pendukung ini tidak
perlu lagi diserahkan kepada KPK
apabila Calon sudah
mengunggah (upload) dokumen

Perusahaan Asuransi | dimaksud pada saat pengisian
dan lembaga keuangan | LHKPN secara online.
lainnya)

e) Untuk menghindari potensi kendala teknis dikarenakan tingginya
jumlah akses ke elhkpn.kpk.go.id pada saat tertentu, Calon dihimbau
untuk mengisi LHKPN melalui aplikasi tersebut secara bergiliran
dengan jadwal sebagai berikut:

TINGKAT PEMILIHAN
st FERIGRE DARI CALON
Gelombang 1 | Januari 2019 EPR-' DPD dan DPRD
rovinsi
Gelombang 2 | Februari — Maret 2019 | DPRD Kabupaten/Kota

Pengisian LHKPN dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pengisian yang

dapat diunduh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”.

KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap semua LHKPN yang

diterima mengenai:

a. kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian; dan

b. kelengkapan dokumen cetak yang dillampirkan sebagaimana
dimaksud dalam Angka 3 huruf d.

KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN apabila LHKPN yang

disampaikan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi

administratif.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif masih terdapat

kekurangan isian atau dokumen pendukung, maka KPK akan

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Calon mengenai bagian

dari LHKPN dan/atau bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki

dan/atau dilengkapi oleh Calon.




8. Calon wajib menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada Angka 7.

9. Dalam hal Calon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
Angka 8 di atas, maka KPK memberikan Tanda Terima dengan catatan
hasil verifikasi tidak lengkap sesuai dengan pedoman yang berlaku di
KPK.

10. Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 8
dilaksanakan oleh Calon dengan tidak melewati 7 (tujuh) hari setelah
penetapan Calon Terpilih oleh Penyelenggara Pemilihan Umum
sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku.

E. TEMPAT DAN WAKTU KERJA KPK

Dalam rangka koordinasi, konsultasi dan/atau penyerahan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Huruf D Angka 3.d di atas, Calon dan/atau
Administrator Partai dapat datang langsung ke Kantor KPK yang beralamat di
Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta
Selatan 12950 pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

HARI KERJA JAM KERJA
Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

F. LAIN-LAIN

1. Informasi lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Surat Edaran ini dapat
menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK

melalui:
Telepon : 021 2557 8396
Faksimili : 021 2557 6413
E-mail . infopemilu.lhkpn@kpk.go.id

2. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: 16
Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.



Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara,
kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 29 Oktober 2018

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia

2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia



Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara,
kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 2.9 Oktober 2018

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,

AGU& RAHARDJO

Fd

KETUA
BASARIA PANJ&AN ZNDER MARWATA
WAKIL KETUA WAKIL KETUA
SAUT SITUMORANG LAODE MUHAMMAD SYARIF
WAKIL KETUA WAKIL KETUA

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia

2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia



Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran

VI

VI

Xl

Xl

Xl

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
Tanggal 23 Oktober 2018

Contoh Tanda Terima LHKPN (Calon Anggota DPR RI)

Contoh Tanda Terima LHKPN (Calon Anggota DPD RI)

Contoh Tanda Terima LHKPN (Calon Anggota DPRD Provinsi
Contoh Tanda Terima LHKPN (Calon Anggota DPRD Kota)
Contoh Tanda Terima LHKPN (Calon Anggota DPRD Kabupaten)

Contoh Format Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Registration LHKPN

Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration
LHKPN

Contoh Format Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Filing LHKPN (Calon Anggota DPR RI)

Contoh Format Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Filing LHKPN (Calon Anggota DPD RI)

Contoh Format Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e- Filing LHKPN (Calon Anggota DPRD Provinsi)

Contoh Format Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e- Filing LHKPN (Calon Anggota DPRD Kota)

Contoh Format Pengisian Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Filing LHKPN (Calon Anggota DPRD Kabupaten)

Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN



LAMPIRAN |

SURAT EDARAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH TANDA TERIMA LHKPN (CALON ANGGOTA DPR RI)

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

: FULAN/FULANAH

: 1234567890000016
: KPU (CALON ANGGOTA DPR RI)

: PARTAI"XYZ"

: PROVINSI ACEH DAPIL |

: CALON ANGGOTA DPRRI

. Khusus - Calon PN

;15 Oktober 2018

Catatan Hasll Verifikasi Administrasi:




LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH TANDA TERIMA LHKPN (CALON ANGGOTA DPD RI)

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

: FULAN/FULANAH

: 1234567890000016
. KPU (CALON ANGGOTA DPD RI)

: PROVINSI DKI JAKARTA

: PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

: CALON ANGGOTA DPD RI

: Khusus - Calon PN

: 17 Oktober 2018

Catatan Haslil Verifikasi Administrasi:

*) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi adminisirasi.

Direktorat PP LHKPN | Telp. (+62 21) 2557 8396 | email: elhkpn@kpk.go.id | hitps://elhkpn kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.




LAMPIRAN lii

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH TANDA TERIMA LHKPN (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

: FULAN/FULANAH

1 1234567890000016

: KPU (CALON ANGGOTA DPRD)

: PARTAI"XYZ"

: PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

: CALON ANGGOTA DPRD

¢ Khusus - Calon PN

: 17 Oktober 2018

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

*) Lembar ini adalah bukli resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Telp. (+62 21) 2557 8396 | email: ethkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomalis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.




LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN KOMIS| PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH TANDA TERIMA LHKPN (CALON ANGGOTA DPRD KOTA)

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

: FULAN/FULANAH

: 1234567890000016

: KPU (CALON ANGGOTA DPRD)

: PARTAI"XYZ"

: KOTA PALU

: CALON ANGGOTA DPRD

: Khusus - Calon PN

: 17 Oktober 2018

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

‘) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Telp. (+62 21) 2557 8396 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.




LAMPIRAN V

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH TANDA TERIMA LHKPN (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN)

Atas Nama
NIK

Lembaga

Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Jabatan

Jenis Laporan

Tanggal Kirim

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

: FULAN/FULANAH

1 1234567880000016

: KPU (CALON ANGGOTA DPRD)

. PARTAI"XYZ"

: KABUPATEN DONGGALA

: CALON ANGGOTA DPRD

. Khusus - Calon PN

: 17 Oktober 2018

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

*} Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.

Direktorat PP LHKPN | Telp. (+62 21) 2557 8396 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini,




LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH FORMAT PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-
REGISTRATION LHKPN

KoK Blhkpn

FORMULIR PERMOHONAN

N
NAMA LENGKAP © FULANFULANAH .
TEMPAT / TANGGAL LAHIR  : MALANG/4 JULI 1058 i
JENIS KELAMIN :[@ takitaki () Perempuan T
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI : |112233445553
INSTANSI : [Pmm —>yz"
UNIT KERIA Ee
SUB UNIT KERJA : | |
JABATAN e g
ALAMAT EMAIL : ifuean@gmaa.oom |
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL  : [mian@gmaiicom AR
NOMOR TELEPON 3 !021.3233,1455
NOMOR HP | 0813112233485 ' 5y : i
DASAR PENUNJUKAN : Nomor SK | D123/xvZ/1012018

Tanggal SK | 10 Okiober 2018

CATATAN:

Penyerahan formulir ini kepada KPK wajib disertai dengan Asli Surat Penunjukan
sebagai Administrator Partai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



LAMPIRAN VII

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024



KK Blhken

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN *)
(Diisi oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja)

Homisl Persberantasan Korupal

NIK

NAMA LENGKAP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN ; @ Laki-laki o Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI :
INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJIA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL
NOMOR TELEPON

NOMOR HP

DASAR PENUNJUKAN : Nomor 5K

Tanggal SK

a. Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

c. Aplikasi e-Registration LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang
digunakan oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian PN secara online
melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat
elhkpn kpk.go.id.

d. Administrator KPK, selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh
KPK untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN.

e. Administrator Instansi, selanjutnya disebut sebagai Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya.

f.  Administrator Unit Kerja, selanjutnya disebut sebagai Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada
masing-masing instansi.

g Username adalah identitas unik merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPK yang dimiliki oleh setiap
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi
e-Registration LHKPN.

h. Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja serta harus dicantumkan/diinput oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja pada saat menggunakan
Aplikasi e-Registration LHKPN.

Keterangan *) Admin Instansi / Admin Unit Kerja waojib melampirkan:
1. Fotokopi KTP ’ﬂfm:ﬂ‘";;;"/
2. Fotokopi SK Penunjukan/Surat Tugas sebagai Admin Instansi / Admin Unit Kerja

Edisi10 Halaman 1 dari 4



a 0

SRR e 5 bR e il
/ Admin Unit Kerja telah memiliki Surat Keputusan atau Surat Tugas penunjukkan sebagai |
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.
Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan |
Aplikasi e-Registration LHKPN yang dapat diperoleh di KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id
atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah mendapatkan Usernome dan Password dari KPK untuk keperiuan
aktivasi di situs e-Registration LHKPN.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja dapat menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk mendapatkan |

informasi dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, Admin Instansi / Admin Unit Kerja

diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (link) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat

email yang didaftarkan oleh KPK / Admin Instansi. Tautan ini akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit

Kerja ke halaman Login di Aplikasi e-Registration LHKPN.

Untuk Login pertama kali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja diminta untuk memasukan Username dan

Password yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh Admin Instansi /

Admin Unit Kerja.

Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Registration LHKPN akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit Kerja

untuk mengganti Password.

Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN:

1) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data PN yang
telah didaftarkan telah sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data PN yang didaftarkan |
secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari |
kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data tersebut oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja.

2) Admin Instansi wajib melakukan verifikasi data PN yang telah diinput baik oleh Admin Instansi maupun
Admin Unit Kerja.

KPK menerima dan mengolah data kepegawaian dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja sesuai dengan

ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui dan menyetujui bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, semua aktivitas elektronik dari Admin Instansi /
Admin Unit Kerja yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi
email, disimpan secara elektronik dalam database KPK.

2) semua bentuk kerespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang didaftarkan
dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan
pembuktian.

KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu

tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain

dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Registration kepada siapapun.

Poraf Admin instans! /
Admin Unit Kerja

Edisi 1.0 Halaman 2 dari 4
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1. Username dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada dan
melekat pada masing- masing Admin Instansi / Admin Unit Kerja. Username bersifat tetap dan tidak dapat |
diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai keinginan Admin Instansi / Admin Unit Kerja di
Aplikasi e-Registration LHKPN.

2. Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib mengamankan Password dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
c.  melakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui atau menduga Username dan Password telah
diketahui dan/atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka Admin Instansi / Admin Unit
Kerja wajib segera melakukan pengamanan dengan mengganti Password. Apabila karena suatu sebab Admin
Instansi / Admin Unit Kerja tidak dapat mengganti Possword maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

| 4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas
' elektronik atas Usernome dan Password milik Admin Instansi / Admin Unit Kerja sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Admm Instansi /Admm Umt Kerja

| 1, Akses Aphkas: e Regtstratlon LHKPN akan dlhent.kan o!eh I{PK apablla

a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja meninggal dunia;

b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja berganti;

¢.  Admin Instansi / Admin Unit Kerja tidak mengingat informasi Username, Password dan alamat email yang i
didaftarkan;

d. diterimanya laporan tertulis dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengenai dugaan atau diketahuinya
penggunaan Username dan Password oleh pihak lain yang tidak berwenang;

e. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.

2. Untuk melakukan aktivasi kembali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus menghubungi Pengelola LHKPN di
I|ngkungan Instans; tempat Admm lnstanst / Admm Unit Kerja berdmas atau KPK.

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenal akses Admm Instansi / Admin Unit Kerja ke Aplikasi
| e-Registration LHKPN. Penandatanganan Fermulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja menunjukkan bahwa Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah menerima dan

mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

| Tidak Ada Jaminan

| Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi
| e-Registration LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada Admin Instansi / Admin Unit Kerja dalam
keadaan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada
pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai Admin Instansi / Admin Unit Kerja selain untuk |
kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi |
publik. |

Pengaksesan Aplikasi e-Registration LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabila Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengakses e-Registration LHKPN dari tautan (link) dalam situs lainnya |
- maka KPK tidak bertanggung jawab atas kebijakan hak pribadi (privacy policy) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja, baik langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang
diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak
tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

| Parof Admin Instansi £
Admin Unit Kerjo

Edisi 1.0 Halaman 3 dari 4



‘Nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi
e-Registration LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan
kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Registration LHKPN.

NOMOR HP
ALAMAT EMAIL K

9. PERNY_AT A N_ADMiN INSTANSI/ _ADMFN UNIT KERIA

Dengan ini saya mengajukan permohonan aktwas: penggunaan e-Regcstratlon LHKPN dengan mendaftarkan
nomor HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di
atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a. telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
informasi yang tersebut dalam Formulir ini;

b. siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian

LHKPN melalui Aplikasi e-Registration LHKPN;

menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;

d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Username, Password, token dan/atau kode keamanan elektronik
lainnya serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan |
tersebut kepada pihak lain; |

e. telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN dan
saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian
LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

n

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
SUREUS———————EUE. . . | N

*Coret yang tidak perlu

b e diisi oleh Petugas KPK atau Unit Pengelola LHKPN di Instansi
‘Hasileriiasi Perohan, PetugaVenflkase, S .
Lengkap Nama
Belum Lengkap NIP'{NR?INPP
Asal Instansi
Tgl Verifikasi

CATATAN:

1. Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib menyimpaon satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip,

2. Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang
lingkup verifikasi:
a. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;
b.  Admin Instansi / Admin Unit Kerjo telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;
¢. Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah melompirkan dokumen pendukung Formulir ini.
Apabila seluruh huruf o s.d ¢ telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan tengkap. Delam hal hasil verifikasi
menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Admin Instansi / Admin Unit Kerjo wajib memenuhi
kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.

3. Dalam hal permohonan ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelole LHKPN di Instansi, harap
agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkop fotokopi |
formulir sebagai arsip.

Edisi 10 Halaman 4 dari 4



LAMPIRAN VIiI

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH FORMAT PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING
LHKPN
(CALON ANGGOTA DPR RI)

K K Blhken

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVAS| PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

Hoardel Pemberantesan Kerupsl Transporon ity Madah!

NIK : | 12345678910000016

NAMA LENGKAP * | FULAN/FULANAH

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : | MALANG! 14 JULI 1958

JENIS KELAMIN : (@ Laki-laki (O] Perempuan

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI : 112293445566

INSTANSI : |KPU (CALON ANGGOTA DPR RI)

UNIT KERIA : iPARTAI Xyz"

SUB UNIT KERJA : [Pnovms: ACEH DAPIL |

JABATAN : | CALON ANGGOTA DPRRI

ALAMAT EMAIL * fulan@gmail.com

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL : %fu!an@gmail.com

NOMOR HP : 08131122334455
CATATAN:

Penyerahan formulir ini kepada KPK/Administrator Partai waijib disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH FORMAT PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING
LHKPN
(CALON ANGGOTA DPD RI)

KPK Bihkpn
FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

Weomisl Pemberantasan Kerupsl

NIK | 12345678910000016
NAMA LENGKAP ! | FULAN/FULANAH
TEMPAT / TANGGAL LAHIR i IMALANGJ' 14 JULI 1958
JENIS KELAMIN ¢ @ Laki-laki o Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI  : 112033445565
INSTANSI | KPU {CALON ANGGOTA DPD RI)
UNIT KERJA : EPROVINSI DKI JAKARTA
SUB UNIT KERJA *  PERWAKILAN PROVINS| DKI JAKARTA
JABATAN X CALON ANGGOTADPD RI
ALAMAT EMAIL ! fulan@gmail.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL * |fulan@gmail.com
NOMOR HP : 08131122334455

CATATAN:

Penyerahan formulir ini kepada KPK/Administrator Partai waijib disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



LAMPIRAN X

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH FORMAT PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING
LHKPN
(CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI)

K K Blhkpn
FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

Komisl Pemberastasan Korups] Transporon ity Madah!

ju NEGA
NIK * | 12345678910000016
NAMA LENGKAP : | FULAN/FULANAH
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : ':DONGGALAI 14 JULI 1958
JENIS KELAMIN t (@) Laki-laki ()| Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI  © 112233445566
INSTANSI : |KPU (CALON ANGGOTA DPRD)
UNIT KERJA : ;TPARTAI "XYZ"
SUB UNIT KERJA : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
JABATAN * | CALON ANGGOTA DPRD
ALAMAT EMAIL : -fuian@gmail.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL  * |fulan@gmail com
NOMOR HP : 08131122334455
CATATAN:

Penyerahan formulir ini kepada KPK/Administrator Partai wajib disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



LAMPIRAN XI

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH FORMAT PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING
LHKPN
(CALON ANGGOTA DPRD KOTA)

K K Blhken

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

Homihl] Pembrramtsesn Kerupsl Yronsparan ity Muadont

NIK : | 12345676910000016
NAMA LENGKAP : éFULANrFULANAH
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : | DONGGALA! 14 JuLI 1958
JENIS KELAMIN : '@ Laki-laki O Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI : |112233445566
INSTANSI : |KPU (CALON ANGGOTA DPRD)
UNIT KERJIA : | PARTAI"XYZ"
SUB UNIT KERJA ! | KOTA PALU
JABATAN : | CALON ANGGOTA DPRD
ALAMAT EMAIL : ‘futan@gnait.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL : ?fulan@gmail‘com
NOMOR HP : 08131122334455
CATATAN:

Penyerahan formulir ini kepada KPK/Administrator Partai wajib disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



LAMPIRAN XilI

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 2Z TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

CONTOH FORMAT PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING
LHKPN
(CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN)

KPK Glhkpn

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

Kerupsl Transganan ity Mudah!

NIK : | 12345678910000016
NAMA LENGKAP s ;FULAN!FULANAH
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : DONGGALA/ 14 JULI 1958
JENIS KELAMIN : (@ Laki-laki () Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI 1112233445566
INSTANSI : |KPU (CALON ANGGOTA DPRD)
UNIT KERIA : |PARTAI"XYZ"
SUB UNIT KERIA ! | KABUPATEN DONGGALA
JABATAN : | CALON ANGGOTA DPRD
ALAMAT EMAIL : fulan@gmail.com
TULIS ULANG ALAMAT EMAIL  © |fulan@gmail.com
NOMOR HP : 08131122334455
CATATAN:

Penyerahan formulir ini kepada KPK/Administrator Partai waijib disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk.



LAMPIRAN XIll

SURAT EDARAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 22 TAHUN 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Dan Pemberian Tanda Terima Dalam Proses
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024



KK Blhkpn

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

1. IDENTITAS PENYELENGGARANEGARA
NIK
NAMA LENGKAP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN 5 @ Laki-laki O Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI

INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL
NOMOR HP

2, DEFINISI UMUM

a. Penyelenggara Negara, selan}utnva disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

c. Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang
digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) secara online
melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalui alamat
elhkpn.kpk.go.id.

d. Username adalah identitas unik merujuk pada NIK yang dimiliki oleh setiap PN yang harus
dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.

e. Password adalah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus
d!cantumkanldnnput o!eh PN pada saat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN.

a. PN mengisi dan menandatangam Formuhr Permohonan Alctwasl Penggunaan Aphkasn e-Filing LHKPN yang
dapat diperoleh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn.kpk.go.id atau dari Pengelola LHKPN di
lingkungan Instansi tempat PN berdinas.

b. Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN, Dengan demikian, masing-masing akan
memperoleh Username dan Password yang berbeda.

c. PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif.

d. PN telah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN,

Keterangan *) Penyelenggara Negora Wajib melampirkan Fotokopi KTP

Paraf PN
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PN dapat menggunakan Aplikasi e

elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan
mengklik tautan (link) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN. Tautan ini
akan mengarahkan PN ke halaman Login di Aplikasi e-Filing LHKPN.

¢. Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan Username dan Password yang telah dikirimkan oleh
KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan oleh PN.

d. Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Password.

e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:

1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai
dengan petunjuk pengisian LHKPN secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat
apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan
pengisian data LHKPN oleh PN.

2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
LHKPN sebelum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol Submit.

3) Selanjutnya PN akan memperoleh One Time Password {OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang
telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara onfine dan bukti bagi KPK bahwa PN
yang bersangkutan sebagai pemilik Username.

f.  Data LHKPN yang telah dikirimkan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan Username dan

Password akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui

oleh PN selaku pemilik Username.

KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

PN mengetahui dan menyetujui bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri
atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara elektronik dalam
database KPK.

2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di elhkpn@kpk.go.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk
dokumen elektronik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian.

i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu

tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain

dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
kaonsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

T®

1. Username dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN.
Username bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai kebutuhan
PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.

2. PN wajib mengamankan Password dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.
c. melakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal PN mengetahui atau menduga Username dan Password telah diketahui dan/atau disalahgunakan
oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Password. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti Password maka PN wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seluruh aktivitas
elektronik atas penggunaan Username dan Password milik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

Poraf PN
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1. Akses Aplikasi e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
a. PN meninggal dunia;
b. PN tidak mengingat informasi Username, Password dan alamat email yang didaftarkan;
¢. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Username dan
Password oleh pihak lain yang tidak berwenang;
d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN
berdinas atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

7. PERNYATAAN KPK MENGENAI KEBLAKAN AKSES DAN PRIVASI

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan
. Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan
- mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam
Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan “sebagaimana
adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak
adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

- Pengungkapan Informasi
KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman
harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.
Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (link) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab
atas kebijakan hak pribadi (privacy poficy) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, baik langsung
maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi
terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan
sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

8. NIK, NOMOR HP DAN ALAMAT EMAIL
5 NIK, nomor HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi
e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban

terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK
NOMOR HP
ALAMAT EMAIL

Paraf PN
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Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP
dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas,
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a. telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
informasi yang tersebut dalam Formulir ini;

b. siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian

LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;

menjamin bahwa nomor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;

d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Username, Password, OTP dan/atau kode keamanan elektronik
lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka
kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;

e. telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya
telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian
LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

54

RO 1) N
PENYELENGGARA NEGARA,

Hasil Verifikasi Permohonan: Petuas Verifikasi,
Lengkap Nama
Belum Lengkap NIP/NRP/NPP
Asal Instansi
Tgl Verifikasi
CATATAN:

1. Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.

2. Unit Pengeloia LHKPN yang teloh terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan
ruang lingkup verifikosi:
a. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;
b. Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;
¢. Penyelenggara Negara telah melampirkan dokumen pendukung formulir ini,
Apabila seluruh huruf a s.d ¢ telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalom hal hasil
verifikasi menyatakan babwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi
kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.

3. Dalam hal formulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkop oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap
agor Unit Pengelolo LHKPN terkait mengirimkan formulir asii ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap
fotokopi formulir sebagai arsip.
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